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MOTTO

سُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ ۖ فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فِ  َ وَأطَِیعُوا الرَّ سُولِ إنِْ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَّ ِ وَالرَّ وهُ إلِىَ اللهَّ ي شَيْءٍ فرَُدُّ

لكَِ خَیْرٌ وَ  ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ۚ ذَٰ َّ أحَْسَنُ تأَوِْیلاً كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),

dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”1

1Q.S. Al-Nisa’ ayat 59
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ABSTRAK

Fikri Holili, Ana Pratiwi M.S.A., 2022. Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro
Pada Resto Menepi Kitchen Argopuro Jember

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai prilaku taat untuk
mengerjakan hak atau kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Kepatuhan pajak merupakan soal laten dan aktual yang sejak dulu ada
di perpajakan. Usaha mikro adalah peluang usaha produktif milik perorangan atau
badan Usaha perorangan yang memenuhi kritria usaha mikro sebagai mana diatur
dalam undang-undang. Difinisi usaha mikro adalah badan usaha perorangan yang
memiliki kriteria sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang
usaha mikro kecil.

Rumusan masalah yang diteliti pada penelitian ini yaitu, (1) Bagaimana
pengetahuan wajib pajak usaha mikro terhadap peraturan perpajakan? (2)
Bagaimana pengetahuan wajib pajak usaha mikro terhadap kewajiban perpajakan
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan? (3) Apakah pemberlakuan
pajak usaha mikro mempengaruhi ketepatan waktu untuk membayar pajak?

Tujuan dari penelitian ini yaitu, (1) Untuk menganalisis pengetahuan wajib
pajak usaha mikro mengenai kewajiban perpajakan. (2) Untuk mengetahui wajib
pajak usaha mikro mengenai kewajiban perpajakan tentang tata cara pembayaran
pajak dengan tarifnya. (3) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketepatan
waktu pelaku usaha mikro dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
usaha mikro.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif
dengan jenis penelitian yakni penelitian lapangan menggunakan teknik
pengumpulan data: 1) Observasi 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Keabsahan
data pada penelitian ini terdapat dua macam: 1) Tringulasi teknik, dan 2)
Tringulasi sumber. Dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model
interaktif Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kriteria
Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Usaha Mikro pada resto Menepi Kitchen
Argopuro Jember belum sepenuhnya diketahui, dikarnakan kurangnya
pengetahuan dari pada pelaku usaha sendiri dan kurangnya sosialisasi dari pihak
kantor pajak mengenai kriteria pemahaman pajak. Seharusnya pemahaman pajak
itu dijelaskan secara detail oleh pihak kantor pajak itu berhubungan langsung
dengan kenyamanan pemilik usaha. 2) Pengukuran kepatuhan wajib pajak dengan
mendaftarkan usaha ke kantor pajak, akan tetapi tidak semua pelaku usaha
mendaftarkan usahnya ke kantor pajak. Selanjutnya pelaku usaha menghitung
jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada kantor pajak. Proses pembayaran
pajak tidak dilakukan dengan membayar ke Bank atau Kantor Pos, melainkan
pembayarannya yakni hanya cukup ditemapt dengan menggunakan media via
online. 3) Wajib pajak Usaha Mikro kebanyakan belum mengetahui peraturan
pemerintah No. 23 Tahun 2018 karena wajib pajak belum memahami tata cara
penentuan jangka waktu pengenaan tariff dan wajib pajak yang masuk dalam
kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak mengetahui
dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP 23 Tahun 2018 ini.
Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Usaha Mikro, UKM
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ABSTRACT

Fikri Holili, Ana Pratiwi M.S.A., 2022. Micro business taxpayer compliance at
the restaurant pulls over the kitchen argopuro jember

Taxpayer compliance can be interpreted as obedient behavior to carry out
tax rights or obligations in accordance with statutory regulations. Tax
compliance is a latent and actual issue that has always existed in taxation. Micro-
enterprises are productive business opportunities owned by individuals or
individual business entities that meet the criteria for micro-enterprises as
regulated by law. The definition of a micro business is an individual business
entity that has the criteria according to Law (UU) Number 20 of 2008 concerning
micro and small businesses.

The formulation of the problem studied in this study are, (1) How is the
knowledge of micro business taxpayers on tax regulations? (2) What is the
knowledge of micro-enterprise taxpayers on tax obligations regarding general
provisions and taxation procedures? (3) Does the implementation of micro-
enterprise tax affect the timeliness of paying taxes?

The aims of this study are, (1) To analyze the knowledge of micro business
taxpayers regarding tax obligations. (2) To find out micro-enterprise taxpayers
regarding tax obligations regarding procedures for paying taxes at their rates. (3)
To find out how the effect of timeliness of micro business actors in paying taxes on
micro business taxpayer compliance.

This study uses a descriptive qualitative research approach with the type
of research that is field research using data collection techniques: 1) Observation
2) Interviews, and 3) Documentation. The validity of the data in this study are of
two kinds: 1) technique triangulation, and 2) source triangulation. And the data
analysis in this study used the interactive model of Milles and Huberman. The
results showed that: 1) Payment Compliance Criteria for Micro Business
Taxpayers at the Menupi Kitchen Argopuro Jember restaurant were not fully
known, due to lack of knowledge from business actors themselves and lack of
socialization from the tax office regarding the criteria for understanding tax. The
tax office should explain in detail the understanding of the tax that is directly
related to the convenience of the business owner. 2) Measurement of taxpayer
compliance by registering businesses with the tax office, but not all business
actors register their businesses with the tax office. The business actor then
calculates the amount of tax that must be paid to the tax office. The process of
paying taxes is not done by paying to a bank or post office, but the payment is
only enough to be placed using media via online. 3) Most Micro Business
taxpayers do not know the government regulation no. 23 of 2018 because
taxpayers do not understand the procedure for determining the period of
imposition of tariffs and taxpayers who are included in the criteria that have a
certain gross turnover also do not know much about the technical implementation
of PP 23 of 2018.
Keywords: Taxpayer Compliance, Micro Enterprises, SMEs
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai prilaku taat untuk

mengerjakan hak atau kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.1 Kepatuhan pajak merupakan soal laten dan aktual

yang sejak dulu ada di perpajakan. Didalam negeri, rasio kepatuhan wajib

pajak yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan

pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun yang masih

menunjukkan presentasi yang tidak mengalami peningkatan yang secara

berarti.

Kepatuhan merupakan perilaku untuk mengerjakan atau tidak

mengerjakan aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku.2 Kepatuhan adalah

suatu motivasi seseorang, kelompok, atau oranisasi untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Motivasi yang dimilki

oleh seseorang, kelompok, ataupun organisasi sangat berpengaruh pada

lingkungan, baik internal maupun eksternal. Pengetahuan perpajakan yang

dimilki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus

dimilki oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, tanpa

adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin wajib pajak

secara ikhlas membayar pajak.

1 Widi Widodo, Dkk, Moralitas Budaya dan Kepatuhan Pajak, Bandung: ALFABETA, 2010.
2 Heri Susanto, Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak, Diperoleh pada
tanggal 15 Agustus 2021 dari http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-
kepedulian- sukarela-wajib-pajak, 4.
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Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi

pelaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.3 Kesadaran

wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan merasa

sehingga melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela. Kesadaran

adalah motivasi yang datangnya dari dalam diri kita sendiri, jadi kesadaran

tidak bisa diukur dengan matematis. Kesadaran dan kepedulian sukarela

wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi “Pajak”

tidak ada frase “yang dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa”. Bertitik

tolak pada frase ini menunjukkan bahwa membayar pajak bukan semata-mata

hanya perbuatan sukarela atau karena kesadaran. Frase  ini memberikan

pemahaman dan pengertian bawasannya masyarakat dituntut untuk

melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak dengan

sukarela dan penuh kesadaran sebagai akualisasi semangat gotong royong

atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal

(kontra prestasi) secara langsung dapat digunakan untuk membiayai

pengeluaran umum.4 Definisi diatas dapat disimpulkan bawasannya pajak

merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak

pribadi atau badan lainnya. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan

yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh

wajib pajak pribadi atau badan lainnya. Pada dasarnya pajak merupakan

3 Ibid, 5.
4 Mardiasmo , perpajakan, (Yogyakata:Andi, Edisi Revisi, 2011).
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hubungan antara negara dan masyarakat secara individual ( govemment to

privat, G to P ) umtuk melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan, dalam

pengelolaan secara kompherensif, tidak dapat dipungkiri bahwa perpajakan

berkaitan secara langsung adalah masyarakat dan negara ( yang di Indonesia

di wakili dan dikelola kementrian keuangan khususnya Direktorat Jenderal

Pajak ).

Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia,

sehingga kemudian pemerintah membuat aturan yang diharapkan mampu

menambah penerimaan pajak negara.5 Pajak pada mulanya adalah upeti

(pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban

yang dapat dipaksakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang

raja/penguasa. Namun, dalam perkembangannya kemudian sifat upeti tidak

lagi hanya untuk kepentingan raja melainkan sudah mengarah kepada

kepentingan rakyat itu sendiri. Dengan adanya perkembangan suatu

masyarakat, maka sifat upeti yang semula dilakukan secara cuma-cuma dan

sifatnya memaksa tersebut, selanjutnya dibuat suatu aturan yang lebih baik

agar sifatnya yang memaksa tetap ada namun unsur keadilan lebih

diperhatikan. Seiring dengan perkembangan masyarakat, maka dibuatlah

suatu ketentuan berupa undang-undang yang mengatur bagaimana tata cara

perpajakan.

Sebagaimana yang diharapkan dalam pokok-pokok pikiran dan

pokok-pokok perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang

5 W. B. Ilyas dan R. Burton, Hukum Pajak, (Jakarta: Selemba Empat, Edisi 4, 2008), 3.
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ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa kebijakan pokok di bidang

pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak menuju kemandirian

bangsa dalam pembiayaan negara dan pembayaran pembangunan.6

Penerimaan pajak dimanfaatkan untuk penyediaan berbagai sarana prasarana

ekonomi berupa jalan, jembatan, pelabuhan, fasilitas kesehatan, fasilitas

pendidikan, dan fasilitas lain yang mendukung kepentingan umum untuk

membantu kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu pajak merupakan penerimaan

negara yang potensial dan penting.

Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang

perpajakan adalah Usaha Mikro. Di Indonesia, Usaha Mikro terbukti berhasil

memainkan peran sebagai katup pengaman perekonomian nasional pada masa

krisis.7 Kenyataan tersebut membuat pemerintah perlu memberi ruang untuk

berkembang. Kementrian koprasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat

jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil di Indonesia mencapai hampir 60 juta

pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. Usaha

Mikro pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia yakni sebesar

98,79%.

Pemerintah terus berupaya untuk dapat meningkatkan penerimaan

pajak dari sektor Usaha Mikro.8 Salah satu upaya yang dilakukan oleh

pemerintah yakni dengan menerbitkan aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah

6 Ibid, 5.
7 Wendy Erdianto, “Prinsip Keadilan Pajak  Atas UMKM”,( Jurnal: Universitas Bina Nusantara
Jakarta Barat, 2015).
8 Raais Nurizzaman, Amalia Kusuma Wardhani, dan Noor Sfaifudin, Analisis Kepatuhan
Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia (Studi Kasus Pada Kota
Banjarbaru Kalimantan Selatan), (Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Jilid 2 (No 6), 2020), 177.
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Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha

yang terima baik diperoleh wajib pajak yang memilki peredaran Bruto

tertentu. Pada aturan PP 23 Tahun 2018 para pelaku Usaha dikenakan tarif

PPh Final Usaha Mikro, diturunkan dari yang awalnya 1% menjadi 0,5%.

Aturan PP 23 Tahun 2018 ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro karena

Usaha Mikro merupakan salah satu kekuatan Indonesia dan Usaha Mikro

dapat mendominasi perkonomian di Indonesia. Mengingat pentingnya

peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direkterot Jendral Pajak telah

melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaaan pajak. Upaya

pemerintah dimulai memalui reformasi Peraturan Perundang-undangan di

bidang perpajakan pada tahun 1983. Sejak saat itu mulai diberlakukannya

self-assesment system dalam pemungutan pajak.

Usaha mikro adalah peluang usaha produktif milik perorangan atau

badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana

diatur dalam undang-undang. Difinisi usaha mikro adalah badan usaha

perorangan yang memiliki kriteria sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 20

Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil, dan menengah yaitu:

1. Memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp50 juta, tidak termasuk

tanah dan tempat usaha.

2. Omzet penjualan tahunan hingga Rp300 juta.

Menurut Keputusan Mentri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal

29 Januari 2003, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau

perorangan Warga Neagara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling
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banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat

mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Usaha Mikro adalah usaha

produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi

kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.9 Kriteria

usaha mikro yakni usaha yang mempunyai  kekayaan Rp 50 juta dan omset

maksimum Rp 300 juta per tahun. Menurut killeher et al, kriteria usaha mikro

dapat dilihat dari dua hal, yaitu pengaruh yang datang dari lingkungan

eksternal dan keterbatasan pemilik atau manager.

Banyak hal yang mempengaruhi tingkat kepathuan wajib pajak dalam

pembayaran pajak UMKM, antara lain persepsi wajib pajak tentang

penerapan PP No.46 tahun 2013, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus,

dan sanksi perpajakan. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah pelaporan

wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember seperti yang terlihat

pada Tabel 1.1

Table 1.1 Tabel Jumlah UMKM Yang Melaporkan Pajak

No Kecamatan
Tahun

2020 2021

1 Ajung 428 425

2 Ambulu 2.462 2.476

3 Arjasa 428 476

9 Djoko4 Poernomo, Usaha Mikro Batik Madura, (Yogyakarta : Pandiva Buku, 2015), 3.
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4 Balung 873 1.076

5 Bangsalsari 824 890

6 Gumukmas 626 585

7 Jelbuk 156 178

8 Jenggawah 772 928

9 Jombang 240 284

10 Kalisat 1.054 954

11 Kaliwates 12.315 12.340

12 Kencong 1.221 1.213

13 Ledok ombo 184 160

14 Mayang 603 549

15 Mumbulsari 285 230

16 Pakusari 463 473

17 Panti 216 240

18 Patrang 3.199 2.976

19 Puger 1.442 1.267

20 Rambi 1.358 1.435

21 Semboro 612 632

22 Silo 640 648

23 Sukorambi 408 340

24 Sukowono 963 1.014

25 Sumberbaru 244 360
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26 Sumber jambe 405 523

27 Sumbersari 5.314 5.141

28 Tanggul 1.560 1.466

29 Tempurejo 296 358

30 Umbulsari 458 576

31 Wuluhan 905 1.076

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Adapun alasan saya mengambil meneliti pada Menepi Kitchen yang

berlamatkan pada jalan beloved perumahan Argopuro, Kecamatan Kaliwates,

Kabupaten Jember, Jawa Timur. Alasan kuat bagi peneliti untuk meneliti

Menepi Kitchen adalah mungkin sebelumnya resto ini salah satu usaha yang

patuh akan membayar pajak di wilayah Kota Jember ini. Serta pada resto

Menepi Kitchen sendiri juga menyediakan tempat untuk mengadakannya

suatu acara penting seperti wedding, birthday party, engagement, meeting

workshop DLL yang mungkin pada usaha lain belum ada seperti halnya resto

Pangestu yang mempunyai cabang hampir setiap Kecamatan yang berada

pada wilayah Jember ini. Menepi Kitchen sendiri juga sering kali pihaknya

mengadakan event live music, oneline giveaway serta audisi live akustik,

maka dari itu dapat memudahkan peneliti dalam memproses mencari bukti

pendukung berupa data dokumentasi wajib pajak. Selain itu juga

memudahkan pengaksesan dalam proses penelitian serta pengambilan data

guna menunjang kelancaran penulis.
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Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut

hal-hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada sektor Usaha

Mikro. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis motivasi untuk

melakukan penelitian terjudul “Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro

pada Resto Menepi Kitchen Argopuro Jember”. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, serta

pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak pada sektor usaha mikro.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus berdasarkan hasil studi

pendahuluan, pengalaman, referensi, dan disarankan oleh pembimbing atau

orang yang dipandang ahli. 10Berikut fokus penelitian yang dapat diambil

oleh peneliti.

1. Bagaimana pengetahuan wajib pajak usaha mikro terhadap peraturan

perpajakan pada Menepi Kitchen?

2. Bagaimana pengetahuan wajib pajak usaha mikro terhadap kewajiban

perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada

Menepi Kitchen?

3. Apakah pemberlakuan pajak usaha mikro mempengaruhi ketepatan

waktu untuk membayar pajak Menepi Kitchen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut.

10 I Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta: ANAK
HEBAT INDONESIA, 2020, 6.
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1. Untuk menganalisis pengetahuan wajib pajak usaha mikro mengenai

peraturan perpajakan pada Menepi Kitchen.

2. Untuk mengetahui wajib pajak usaha mikro mengenai kewajiban

perpajakan tentang tata cara pembayaran pajak dengan tarifnya pada

Menepi Kitchen.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketepatan waktu pelaku usaha

mikro dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha

mikro pada Menepi Kitchen.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa

bersifat praktis, dan teoritis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian

lebih bersifat teritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak

menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah11

Berikut manfaat yang dapat diambil oleh beberapa pihak yaitu:

1. Bagi penelitian

Penelitian ini menjadi sebuah media untuk menerapkan ilmu yang

diperoleh di bangku perkuliahan dalam rangka memecahkan masalah

secara ilmiah.

2. Bagi Pembaca

Sebagai penambah wawasan bahwasannya tidak hanya pihak

individual saja yang merasakan dengan pembayaran pajak ini, tetapi

semua usaha mikro khususnya di wilayah jember ini.

11 Ibid, 7.
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3. Bagi Akademik

Penelitian diharapkan menjadi penambah koleksi sebagai referensi

di perpustakaan UIN KH Achmad Siddiq, dan juga menjadi bahan

bacaan bagi seluruh mahasiswa UIN KH Achmad Siddiq pada umumnya

progam studi akuntansi syariah pada khusunya

4. Bagi Masyarakat

Memperkenalkan perkembangan pajak suatu usaha mikro yang

nantinya dikenakan terhadap omset yang mereka miliki yang dapat

menambah potensi terkumpulnya dana pajak yang besar dengan tujuan

mensejahterakan masyarakat.

E. Definisi Istilah

Difinisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang

menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar

tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang

dimaksud oleh peneliti. Untuk memberikan arah serta menghindari timbulnya

kesalahan pahaman dalam menginterpresikan isi dari tulisan ini, maka

peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan arti dari masing-masing kata

tersebut terdiri dari:

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana

wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan

hak perpajakan, sedangkan dari sisi lain kepatuhan wajib pajak

didefinisikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri,
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kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan

dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam

pembayaran tunggakan.12 Dengan demikian, Kepatuhan Wajib Pajak

adalah ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi

mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar

tunggakan, dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

2. Kepatuhan Pajak Usaha Mikro

Kepatuhan sering dikaitkan dengan wujud taat terhadap peraturan

atau ketentuan umum yang berlaku. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan

sebagai bentuk dorongan dan motivasi bagi seseorang, kelompok,

ataupun organisasi dalam melakukan atau menghindari segala bentuk

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.13

Berdasarkan peraturan mentri keuangan Republik Indonesia Nomer

74/PMK.03/2012 bahwa kepatuhan pajak usaha mikro dapat dijabarkan

sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur arau

menunda pembayaran pajak

12 Mohammad Zain, Manajemen Perpajakan, (Jakarta : Selemba Empat, Edisi ke dua, 2007).
13 Aufan Fajrian Putra, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan
Modernisasi Sistem, (Jurnal: Universitas Islam Indonesia, 2020).
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c. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang

perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya dapat memberikan kemudahan dan pemahaman dalam rangka

rencana penyusunan skirpsi, selanjutnya peneliti akan menguraikan bab-bab

dalam penelitian ini, adapun dalam sistemtika pembahasannya meliputi:

Bab satu merupakan pendahuluan, bab ini merupakan dasar penelitian

yang terdiri dari uraian tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan

penelitian, manfaat penetlian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab tentang penelitian terdahulu yang

membahas penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang serupa

dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan kajian teori membahas tentang

teori dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan

fokus penelitian.

Bab ketiga merupakan bab yang menjelaskan metode penelitian, yang

didalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek

penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-

tahap penelitian.

Bab keempat merupakan bab yang memuat tentang penyajian data dan

analisis yang meliputi gambar obyek penelitian, penyajian data, analisis data,

dan pembasahan temuan.
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Bab kelima merupakan bab yang membahas tentang penutupan yang

meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pusaka, lampiran-

lampiran yang berisi matrik penelitian, pedoman penelitian, jurnal penelitian,

dokumentasi, pernyataan keaslian, surat izin penelitian, surat keterangan

selesai penelitian, dan biodata peneliti.
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BAB II

KAJIAN PERPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilalukan, kemudian

membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan (skripsi,

tesis, disertai dan sebagainya).14

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan penelitian

adalah sebagai berikut:

1. Skirpsi tentang Analisis kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM

(Usaha Mikro Kecil Menengah/Usaha Kecil Menengah) Makanan di

Kabupaten Pamekasan. Oleh Ardi Wiranata pada tahun 2021. 15Yang

berarti hasil dari analisis ini adalah hasil analisis kepatuhan wajib pajak

pada UMKM/UKM di Kabupaten Pamekasan yang dibahas sebelumnya,

maka dapat disimpulkan bahwa (1) Kriteria kepatuhan pembayaran wajib

pajak pada usaha kecil menengah (UKM) makanan di Kabupaten

Pamekasan belum sepenuhnya diketahui, dikarekan kurangnya

pengetahuan dari para pelaku usaha dan sosialisasi dari pihak kantor

pajak mengenai keriteria pembayarannya. Seharusnya keriteria

pembayaran pajak itu dijelaskan secara detail oleh pihak kantor pajak

14 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.
15 Ardi Wiranata, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM (Usaha Mikro Kecil
Menengah/Usaha Kecil menengah) Makanan di Kabupaten Pamekasan, (Skripsi: Institut Agama
Islam Negeri Madura, 2021).

15
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karena itu berhubungan langsung dengan kenyamanan pemilik usaha dan

juga usahanya. Tidak semua pemilik usaha dikenakan pembayaran wajib

pajak dikarenakan penagihan pembayaran wajib pajak tidak sesuai

dengan pendapatan setiap bulannya. Pemilik usaha membayar pajaksesuai

dengan pendapatan yang diperoleh setiap bulan meskipun kadang

pendapatan yang diperoleh jauh dari target. (2) Pengukuran kepatuhan

pembayaran wajib pajak dengan mendaftarkan usaha ke kantor pajak.

Akan tetapi tidak semua pelaku usaha mendaftarkan ke kantor pajak,

selanjutnya pelaku usaha menghitung jumlah pajak yang harus di

bayarkan kepda kantor pajak. Persamaan pada penelitian ini sama-sama

meneliti pada pelaku wajib pajak. Perbedaannya yakni tidak berfokus

pada satu UMKM dengan bisa dikatakan meneliti beberapa UMKM yang

ada di kota tersebut.

2. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Lina Mariana dari Politeknik Nasional

Makassar pada tahun 2020. Dengan judul Evaluasi Tingkat Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Makassar Barat.16 Yang dapat

disimpulkan (1) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak

UMKM dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan

setelah sempat meningkat dari tahun 2015 ke 2016, dan menurun kembali

saat pemerintah menerapkan tarif PP No. 23 Tahun 2018. Tingkat

kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak secara tepat

waktu pada tahun 2015 sebesar 58%, kemudian sempat mengalami

16 Lina Mariana, Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Makassar
Barat, (Jurnal: Politeknik Informatika Nasional Makassar, 2020).
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kenaikan pada tahun 2016 sebesar 61% dan kembali menurun lagi

ditahun selanjutnya yaitu 2017 menjadi 60%. Sama seperti tahun

sebelumnya, di tahun 2018 pada saat diterapkannya PP No. 23 Tahun

2018, tingkat kepatuhan Wajib Pajak menurun menjadi 54% dan

selanjutnya ditahun 2019 tingkat kepatuhan Wajib Pajak menurun

menjadi 49%. (2) Pihak KPP Pratama Makassar Barat membuatkan

sebuah program untuk mensosialisasikan mengenai pemberlakuan

Peraturan Pemerintah terbaru dengan membagikan brosur ke tiap pasar-

pasar dan kios-kios. Sosialisasi tersebut diperlukan untuk

memberitahukan kepada para pelaku UMKM mengenai pemberlakuan

Peraturan Pemerintah terbaru yaitu PP No/ 23 Tahun 2018 dimana dalam

peraturan tersebut menegaskan tentang penurunan tarif pajak UMKM

menjadi 0,5%. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran Wajib

Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Persamaan pada

penelitian ini yakni sama-sama meneliti objek wajib pajak UMKM.

Perbedaannya menggunakan metode penelitian kualitatif.

3. Skripsi tentang Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap

Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan

Medan Timur). Oleh Audiah Umairah pada tahun 2019. 17Yang berarti

hasil dari analisis ini adalah hasil Analisis Pengetahuan Wajib Pajak

UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan tentang Tarif UMKM (Studi

kasus di Kecamatan Medan Barat) yang dibahas sebelumnya, maka dapat

17 Audiah Umairah, Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan
Tentang Tarif UMKM, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019).



18

disimpulkan bahwa (1) Pengetahuan responden atau wajib pajak UMKM

yang masih rendah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun

2013 atas dasar pengenaan tarif 1% pelaksanaannya masih belum

sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Kurang gencarnya sosialisasi

terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak (pelaku UMKM) merupakan

salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan ini dan juga

dianggap sebagai kebijakan yang memberatkan pelaku usaha itu karena

wajib pajak yang mengalami kerugian tidak dapat mengajukan

kompensasi atas kerugian pada tahun pajak berikutnya. (2) Pengetahuan

wajib pajak UMKM terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan

juga masih belum banyak diketahui karena dengan banyaknya informasi

yang diperoleh dari media dapat menimbulkan yang negatif dari wajib

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan wajib pajak yang

kurang mendapat informasi tidak terlalu mengetahui duduk persoalannya

maka mereka akan tetap memberikan opini positif. Pada akhirnya tingkat

pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi

keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. (3) Wajib

pajak UMKM kebanyakan belum mengetahui Peraturan Pemerintah No.

23 Tahun 2018 karena wajib pajak belum memahami tata cara penentuan

jangka waktu pengenaan tarif dan wajib pajak yang masuk dalam kriteria

yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak

mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP 23 Tahun 2018

ini. Persamaan pada penelitian ini yakni tentang tarif kewajiban wajib
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pajak UMKM. Perbedaan pada penelitian ini fokus peneltian lebih

kepada deskriptif dalam penelitian menganalisis kewajiban wajib pajak

UMKM.

4. Jurnal tentang Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah

(UMKM) Melalui Fasilitas Eksternal Dan Potensi Internal (Studi kasus

pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandan Wangi

Kecamatan Blimbing, Kota malang).18 Oleh Feni Dwi Anggraeni, Imam

Hardjanto, Ainul Hidayat pada tahun 2019. Kesimpulannya yakni

Pengembangan secara internal dari kelompok usaha “Emping Jagung” di

Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dalam

mening- katkan potensi serta kemajuan usahanya dilakukan dengan

beberapa cara (1) Pengadaan permodalan, mayoritas pengusaha emping

jagung memulai usahanya menggunakan modal dengan tabungan sendiri.

(2) Perluasan jaringan pemasaran, pengusaha emping jagung telah

menggunakan internet sebagai sarana dalam memasarkan hasil

produksinya berbekal pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan

UKM Kota Malang serta memasarkan memasarkan ke supermarket, Pusat

Oleh-oleh Kota Malang, dan beberapa toko yang dimilikinya. Dari situlah

jaringan pemasaran semakin meluas hingga ke kota-kota lainnya. Dan

Pengembangan secara eksternal dengan adanya bantuan dari Dinas

Koperasi dan UKM Kota Malang yakni (1) Dinas Koperasi dan UKM

Kota Malang telah memberikan akses permodalan kepada pengusaha

18 Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto dan Ainul Hidayat, Pengembangan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal, (Jurnal:
Universitas Brawijaya Malang, 2019).
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emping jagung terdiri dari dua sumber yaitu dana yang diberikan oleh

pemerintah pusat berupa dana LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir)

dan dana yang diberikan oleh pemerintah Provinsi berupa bantuan sosial

(Bansos) dan Hibah melalui sepuluh Koperasi Wanita yang ada di Kota

Malang agar masyarakat ikut peduli akan keberadaan dan fungsi

koperasi. (2) Dalam meningkatkan perluasan jaringan pemasaran produk

agar dapat mengembangkan UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Kota

Malang telah mengupayakan dengan mengadakan kegiatan promosi

produk seperti mengadakan pameran atau bazar yang dihadiri oleh

UMKM dari beberapa kota yang diharapkan dapat memperkenalkan

produk UMKM Kota Malang terutama produk emping jagung. Karena

dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang tidak memiliki

jaringan pemasaran produk bagi pengusaha UMKM untuk memperluas

hasil produksinya. Persamaan sama-sama membahas tentang usaha mikro

kecil dan menengah. Perbedaan pada penelitian kali ini yakni fokus

kepada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

5. Jurnal penelitian oleh Luh Putu Gita Cahyani, Naniek Noviari pada tahun

2019.19 Dengan judul Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kesimpulan yang didapat adalah penelitan yang telah dilalukan ini untuk

menguji pengaruh tarif pajak, pamahaman perpajakan serta sanksi

perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Lokasi pengujian

19 Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari, Pengaruh Tarif Pajak,Pemahaman Perpajakan,
dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, (Jurnal: Universitas Udayana
Bali, 2019).
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ini terdapat pada KPP Pratama Singaraja dengan mengambil 100 wajib

pajak sebagai sampel dari 4.093 jumlah populasi keseluruhan.

Berdasarkan hasil dan pembasahan, simpulan ini diuraikan pada bagian

berikut a) tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP

UMKM. b) pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan WP UMKM. c) sanksi perpajakan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan WP UMKM. Berdasarkan pada simpulan tersebut,

saran-saran yang disampaikan kepada peneliti selanjutnya yaitu terkait

koefesien determasi penelitian ini sebesar 0,300 yang berarti variabilitias

variabel depeneden yang dapat dijelaskan oleh variabel independen hanya

sebesar 30%, sedangkan sisanya sebesar 70% dijelaskan oleh variabel

lain di luar model penelitian maka penelitian selanjutnya dapat

menambah variabel lain terutama faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak UMKM. Persamaan sama-sama meneliti sistem

perpajakan UMKM. Perbedaan menggunakan penelitian kualitatif.

6. Jurnal akuntansi yang berjudul Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku

UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun

2018, oleh Teguh Setiawan tahun 2019.20 Kesimpulan dari jurnal ini

adalah Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa

persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap PP 23 Tahun 2018 di

tinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara

keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan

20 Teguh Setiawan, Analisis Presepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM TerhadapPenerapan Peraturan
Pemerintah Nomer 23 Tahun 2018, (Jurnal: Universitas Kristen Satya Wacana, 2019).
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menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM.

Meskipun dari data yang diperoleh masih ditemukan beberapa reponden

yang kurang memahami terkait peraturan ini. Berdasarkan penelitian

yang telah dibuat, diharapkan penelitian selanjutnya dapat

mengembangkan objek penelitian lebih luas. Hal tersebut untuk melihat

bagaimana persepsi wajib pajak UMKM secara luas terhadap PP 23

Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Persamaan pada

penelitian ini yakni meneliti tentang penerapan pajak UMKM. Perbedaan

kali ini yakni fokus meneliti dibidang penerapan peraturan pemerintah

nomer 23 tahun 2018.

7. Jurnal akuntansi pada tahun 2018 oleh Deni Darmawati, Ayu Aulia

Oktaviani dengan judul Pengaruh Penerapan Akuntansi UMKM

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-Commerce.21 Disimpulkan

bahwa (1) Penerapan akuntansi UMKM berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. (2) Pemahaman perpajakan

terbukti sebagai variabel kontrol antara penerapan akuntansi UMKM

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. (3) Kesadaran

wajib pajak tidak terbukti sebagai variabel kontrol antara penerapan

akuntansi UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce.

(4) Kemudahan akses terbukti sebagai variabel kontrol antara penerapan

akuntansi UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce.

Adapun keterbatasan penelitian ini yang dapat digunakan sebagai acuan

21 Deni Darmawati dan Ayu Aulia Oktaviani, Pengaruh Penerapan Akuntansi UMKM Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-Commerce, (Jurnal: Universitas Trisakti Jakarta, 2018).
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untuk penelitian selanjutnya sehingga akan diperoleh hasil yang semakin

baik, yaitu dalam penelitian ini belum mengklasifikasikan skala usaha.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan tersebut untuk memperoleh

hasil penelitian yang lebih baik pada penelitian yang akan datang, maka

saran yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu mengklasifikasikan skala

usaha UMKM menjadi UMKM yang berskala kecil dan berskala besar.

Dengan begitu diharapkan hasil penelitian dapat dibandingkan bagaimana

pengaruhnya berdasarkan skala usaha, sehingga dapat lebih menjelaskan

pengaruh penerapan akuntansi UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak

umkm e-commerce. Persamaan pada penelitian ini yakni terletak pada

pembahasan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan kali ini yakni

menggunakan metode penelitian kuantitatif.

8. Jurnal penelitian oleh Tatik SE, M. Ak, Ak, CA pada tahun 2018. Dengan

judul Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha

Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomer

23 Tahun 2018.22 Kesimpulan dari penelitian adalah (1) tarif pajak bagi

UMKM sebesar 1% dari omset cukup memberatkan bagi pelaku UMKM.

Selain besarnya tarif pajak, ketidakpahaman mereka akan kewajiban

perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus

perpajakan juga menjadi kendala mereka dalam mematuhi kewajiban

pembayaran pajak. (2) Pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi

UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP No 23 Tahun

22 Tatik, SE, M. Ak, Ak, CA, Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha
Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2018,
(Jurnal: Universitas Islam Indonesia, 2018).
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2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan

potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten

Sleman. (3) Responden yang merupakan pelaku UMKM di Kabupaten

Sleman mengharapkan sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan

informasi yang lebih detail terkait peraturan perpajakan terbaru bagi

UMKM. Persamaan penelitian ini meneliti tentang sistem pembayaran

pajak UMKM. Perbedaan kali ini disisi penggunaan metode penelitian

kualitatif.

9. Jurnal yang ditulis oleh Rizki Afiana Rosi pada tahun 2018.23 Dengan

judul Analisis fator Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (studi kasus

pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama

Kabupaten Karanganyar). Pada kesimpulannya yakni Penelitian ini

bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh

pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib

pajak, kualitas pelayanan, penerapan e-billing, dan sanksi perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar. Berdasarkan hasil

penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut: Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama

23 Rizki Alfiana Rozi, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (studi kasus pada Wajib Pajak
Pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Karanganyar), (Jurnal: Universitas
muhammadiyah Surakarta, 2018).
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Karanganyar, dibuktikan dengan nilai t hitung (3,580) lebih besar dari pada

t tabel (1,990) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,001 < α = 0,05,

sehingga H1 Diterima, Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama

Karanganyar, dibuktikan dengan nilai t hitung (1,443) lebih kecil dari pada t

tabel (1,990) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,153 > α = 0,05,

sehingga H2 Ditolak, Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama

Karanganyar, dibuktikan dengan nilai t hitung (1,977) lebih kecil dari pada t

tabel (1,990) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,153 > α = 0,05,

sehingga H3 Ditolak, Penerapan e-billing tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama

Karanganyar, dibuktikan dengan nilai t hitung (1,352) lebih kecil dari pada t

tabel (1,990) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,180 > α = 0,05,

sehingga H4 Ditolak, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama

Karanganyar, dibuktikan dengan nilai t hitung (0,913) lebih kecil dari pada t

tabel (1,990) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,364 > α = 0,05,

sehingga H5 Ditolak. Persamaan penelitian kali ini lebih merucu pada

factor yang mempengaruhi pihak wajib pajak. Perbedaan yakni disisi

penggunaan metode penelitian kuantitatif.
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10. Jurnal yang ditulis oleh Aditya Budi Anggara, Umi Sulistiyanti pada

tahun 2017.24 Dengan judul Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah di Surakarta. Dengan kesimpulan yakni a) Variabel

Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Artinya semakin tinggi pengetahuan

tentang pajak, maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,

begitu pula sebaliknya. b) Variabel Sosialisasi Pajak berpengaruh positif

dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Artinya

semakin sering sosialisasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surakarta maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM, begitu pula sebaliknya. c) Variabel Pengawasan Pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM. Artinya semakin tinggi pengawasan yang dilakukan oleh Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Surakarta maka semakin tinggi pula Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM, begitu pula sebaliknya. d) Variabel Omset

Penghasilan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Artinya besar kecilnya omset penghasilan yang diperoleh wajib pajak

tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Persamaan

pada penelitian kali ini yakni sama-sama meneliti tentang pajak UMKM.

Perbedaan kali ini tentang metode penelitian kuantitatif.

24 Aditya Budi Anggara dan Umi Sulistiyanti, Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah
di Surakarta, (Jurnal: Universitas Islam Indonesia, 2017).
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Tabel 2.1
Persamaan Perbedaan Peneliti Terdahulu

No Penulis
(Tahun)

Judul Persamaan Perbedaan

1. Ardi Wiranata,
2021

Analisis kepatuhan Wajib
Pajak Pada UMKM/UKM
(Usaha Mikro Kecil
Menengah/Usaha Kecil
Menengah) Makanan di
Kabupaten Pamekasan

Meneliti pihak pelaku
wajib pajak UMKM

Tidak berfokus pada
satu UMKM yakni
bisa dikatakan
meneliti beberapa
UMKM yang ada di
Kota tersebut

2. Lina Mariana,
2020

Evaluasi Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM di KPP Pratama
Makassar Barat

Meneliti wajib pajak
UMKM

Menggunakan
metode penelitian
kualitatif

3. Audiah
Umairah, 2019

Analisis Pengetahuan
Wajib Pajak UMKM
terhadap Kewajiban
Perpajakan Tentang Tarif
UMKM (studi kasus di
Kecamatan Medan Timur)

Meneliti tentang tarif
kewajiban wajib
pajak UMKM

Fokus penelitian
lebih kepada
deskriptif dalam
penelitian
menganalisis
kewajiban wajib
pajak UMKM

4. Feni Dwi
Anggraeni,
Imam
Hardjanto, dan
Ainul Hidyat,
2019

Pengembangan Usaha
Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM)
Melalui Fasilitas Eksternal
dan Potensi Internal (studi
kasus pada kelompok
usaha “Emping Jagung”
kelurahan Pandanwangi
kecamatan Blimbing, kota
Malang)

Membahas tentang
usaha mikro kecil dan
menengah

Fokus kepada
pengembangan
usaha mikro kecil
dan menengah

5. Luh Putu Gita
Cahyani dan
Naniek Noviari,
2019

Tarif Pajak, Pemahaman
Perpajakan, dan Sanksi
Perpajakan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM

Meneliti sistem
perpajakan UMKM

Menggunakan
metode penelitian
kualitatif

6. Teguh Setiawan,
2019

Analisis Presepsi Wajib
Pajak Pelaku UMKM
Terhadap Penerapan
Peraturan Pemerintah
Nomer 23 Tahun 2018

Meneliti tentang
penerapan pajak
UMKM

Fokus meneliti
dibidang penerapan
peraturan
pemerintah nomer
23 tahun 2018

7. Deni Dermawati
dan Aulia Ayu
Oktaviani, 2018

Pengaruh Penerapan
Akuntansi UMKM Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

Kesamaan terletak pada
pembahasan kepatuhan
wajib pajak

Menggunakan metode
penelitian kuantitatif.
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UMKM e-Commerce
8. Tatik SE, M. Ak,

Ak, CA, 2018
Potensi Kepatuhan
Pembayaran Pajak Pada
Pelaku UMKM (Usaha
Mikro Kecil Dan
Menengah) Pasca
Penerbitan Peraturan
Pemerintah Nomer 23
Tahun 2018 (studi kasus
pada UMKM di kabupaten
Sleman-Yogyakarta)

Meneliti tentang
sistem pembayaran
pajak UMKM

Menggunakan
metode penelitian
kualitatif.

9. Rizki Alfiana
Rosi, 2018

Analisis fator Faktor Yang
Mempengaruhi Kepatuhan
Wajib Pajak Pelaku
UMKM Dalam
Melaksanakan Kewajiban
Perpajakan (studi kasus
pada Wajib Pajak Pelaku
UMKM yang terdaftar di
KPP Pratama Kabupaten
Karanganyar)

Lebih merucu pada
faktor yang
mempengaruhi pihak
wajib pajak

Menggunakan
metode penelitian
kuantitatif

10. Aditya Budi
Anggara dan
Umi
Sulistiyanti,
2017

Kepatuhan Pajak Usaha
Mikro, Kecil dan
Menengah di Surakarta

Meneliti tentang
pajak UMKM

Menggunakan
metode penelitian
kuantitatif

Sumber: tabulasi penelitian terdahulu (data di olah oleh penulis)

B. Kajian Teori

1. Pajak

a. Pajak

Ada berbagai pengertian atau definsi tentang pajak yang

diberikan oleh para ahli, khususnya para ahli dibidang keuangan

negara (Public Finance). Ekonomi maupun hukum.

Pajak dalam istilah asing disebut: tax (Inggris); import

contribution, taxe, droit (Prancis); Stever, Abgabe, Gebuhr (Jerman);

impuisto contribution, tributo, gravamen, tasa (Spanyol) dan belasting
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(Belanda). Dalam riterur Amerika selain istilah tax dikenal pula istilah

tariff.

Dibawah ini disajikan beberapa definisi para ahli, antara lain:

1) C.F. Bastable, menyatakan, bahwa pajak adalah: a ccompulsory

contribution of the wealthof a person or body of persons for the

service of the public powers.25

2) H.C Adams, (1851-1921) seorang ekonom dan filsuf bangsa

Amerika meruuskan pajak sebagai: a contribution from the citizen

to the support of the state.26

3) Edwin Robert Anderson Seligman, (1861-1939). Seorang

ekonom, guru besar, pendiri dan presiden pertama dari American

Ecomomic Association, merumuskan pajak sebagai: a tax is a

compulsory contribution from the person to the goveriement to

defray the expenses incurred in the common interest of all without

reference to special benefits conferred.27

4) Prof. Dr. P.J.A. andriani merumuskan: Pajak adalah iuran pada

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan

25 C.F. Bastable, Public Finance, London, edisi ke-3, 1993, hlm. 263.
26 H.C. Adams, The Science of Finanace, New York 1898, hlm. 302.
27 Edwin R.A. Seligman, Essays on taxation, New York, edisi 10, 1925. Hlm. 432.
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pemerintahan.28

5) Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, guru besar dalam Hukum Pajak

Universitas Pajajaran, Bandung, merumuskan: Pajak adalah iuran

rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor

partikulir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang

(dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen

prestasi), undang, maka jelas pengutan tersebut per definisi

bukanlah pajak

Berdasarkan berbagai definsi pajak tersebut dapat ditarik

kesimpulan tentang pengertian pajak:

‘‘Pajak adalah iuran wajib rakyat yang bisa dipaksakan dengan

pemungutan didasarkan dengan peraturan perundang-undangan untuk

menjalanakan fungsi roda pemerintahan dan membiayai pengeluaran

negara untuk mensejahterakan rakyat meskipun demikian rakyat tidak

mendapatkan imbalan secara langsung’’

Dari definisi tersebut menyatakan bawasannya pajak

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut

berupa uang (bukan barang).

2) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang

28 R. Santoso Brotodihardjo, op cit, hlm. 2.
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serta pelaksanaanya.

3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara tidak

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di

tunjukkan dengan adanya kontraprestasi individual oleh

pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.29

b. Fungsi Pajak

1) Fungsi Pendapatan

Pendapatan Negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak

merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang kas

Negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak

digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan.

2) Fungsi Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan

perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil dibidang

ekonomi.30

3) Fungsi Retribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai

pembanguunan infastruktur, sepertu jalan raya dan jembatan.

Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya

dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun

29 Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta, Andi 1997), hlm 1.
30 Rismawati Sudirman, dan Antong Amiruddin, Perpajakan, (Malang, Empatdua Media, 2012),
hlm 45.
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demikian infastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan

oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.31

Pajak juga mempunyai sistem dalam pemungutan pajak dan

pemungutannya berbeda dengan pemungutan lainnya. Dan berikut

adalah syarat pemungutan pajak:

4) Pemungutan Pajak Harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan undang-

undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil

dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara

umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-

masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan

memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan,

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada

pengadilan pajak.

5) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang

Di Indeonesia pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.

Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan,

baik bagi Negara maupun warganya.32

6) Pemungutan Pajak Harus Tidak Mengganggu Perekonomian

Pemungutan tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan

produksi mupun perdagangan. Sehingga tidak menimbulkan

kelesuan perekonomian masyarakat.

31 Indra Mahardika Putra, Perpajakan, (Bantul, Quadrat, 2017), hlm 14.
32 Ibid, 16.
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7) Pemungutan Pajak Harus Dengan Sistem Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang

perpajakan yang baru.33

c. Jenis-jenis Pajak

1) Menurut Golongannya

Menurut golongannya, pajak terbagi menjadi dua yaitu:

a) Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri

oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepda orang lain

atau pihak lain.

b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang yang pada akhirnya

dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga pajak

tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa,

perbuatan yang menyebabkan pajak, misalnya terjadi

penyerahan barang atau jasa.

2) Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya

memerhatikan pada keadaan subjeknya.

b) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaanya memerhatikan

pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau

33 Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta, Andi, 1997).
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peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar

pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak

maupun tempat tinggal.

d. Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua

yaitu:

1) Pajak Negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

negara pada umumnya.

2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

baik daerah tingkat I maupun tiangkat II dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga daerah masing-masing.34

2. Wajib Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal  ayat 2 wajib

pajak didefinisikan sebagai orang atau badan, meliputi pembayaran pajak,

pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

perpajakan.

Sedangkan hak wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun

2007 hak pajak adalah:

34 Siti Resmi, Perpajakan, (Jakarta Selatan, Selemba empat, 2019), hlm 7 dan 8.
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a. Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pmberitahuan

Masa (SPT)

b. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dan

kriteria tertentu

c. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan

cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara

lain kepada Direktorat Jendral Pajak

d. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

e. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atau

Surat Keputusan Keberatan

f. Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jendral Pajak atas Surat

Keputusan Keberatan

g. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas

Surat Keputusan Keberatan

h. Menunjukkan seorang kuasa dengan surat kuasa untuk menjalankan

hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan

i. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

berupa bunga atau keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran

pajak.35

35 Ibid, hlm 22.
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3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajkan yang munutut keikutsertaan wajib pajak

dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib

pajak yang tinggi, dengan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban

perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar

pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan

oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya

praktisi perpajakan professional bukan fiskus selaku pemungut pajak.

Sehingga kepatuhan dilakukan dengan self assessment, dengan

tujuan meningkatkan penerimaan pajak yang optimal.36

Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu iklim kepatuhan

dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam

situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mengisi

formulir pajak dengan lengkap dan jelas. Menghitung jumlah pajak

terutang dengan besar, membayar pajak yang terutang tepat pada

waktunya. Liberti Pandiangan mengatakan bahwa kepatuhan

perpajakan dapat didefinisikan sebagai  kepatuhan wajib pajak (WP)

melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran

kinerja WP dibawah pengawasan Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar

pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan,

36 Erly Suandi, Perencanaan Pajak, (Jakarta, Selemba Empat, 2011), hlm 113.
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pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP. Misalnya, apakah akan

dilakukan himbauan atau konseling atau peneltian juga pemeriksaan

dan lainnya seperti penyidikan terhadap WP. Sedangkan menurut

Guandi pengertian kepatuhan wajib pajak yakni dapat diartikan

bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa

perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun

ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.37

Dalam definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28

Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (UU

KUP), tersirat penjelasan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dan

kemakmuran rakyat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan

Wajib Pajak adalah kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi serta

melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti mengisi formulir

pajak dengan lengkap dan jelas menghitung jumlah pajak terutang

dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

37 Siti kurnia Rahayu, Perpajakan, (Surabaya, Graha Ilmu, 2013), hlm 138.



38

a. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Ada dua macam kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu, yakni:

1) Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak

memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan

dalam Undang-undang perpajakan.

2) Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan dimana wajib

pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua

material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-

undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi

formal.38 Sementara itu menurut Widodo terpadat dua

macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

a) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib

Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai

dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara

formal dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak

untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam

membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan

pembayaran pajak dengan tepat waktu.

b) Kepatuhan material adalah waktu keadaan dimana Wajib

Pajak secara substantive (hakekat) memenuhi semua

ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa

38 Ibid, hlm 139.
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undang-undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang

memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh,

adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan

benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan

ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan

menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.39

b. Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan,

baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku

pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak

dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu

banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan

pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi

Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak

ssebagai berikut:

1) Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)

paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan

pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk

PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan

pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Pajak.

39 Widi Widodo, Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak, (Bandung, Alfabeta, 2010), hlm 60.
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2) Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan

Pengembalian pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)

menjadi paling lambat dua (2) bulan untuk PPh dan tujuh (7)

hari untuk PPN.40

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di

seluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara

berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan

menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan pengindaran,

pengelakan, penyelundupan dan kelalaian taat berpajak. Yang ada

pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan

negara pajak akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi

oleh beberapa factor, yakni:

1) Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara

2) Pelayanan pada wajib pajak

3) Penegakan hukum perpajakan

4) Pemeriksaan pajak

5) Tarif pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan,

baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak sendiri selaku

pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak

dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak perlu banyak

melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak

akan mendapatkan pencapaian optimal.41

40 Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan, (Surabaya, Graha Ilmu, 2013), hlm 143.
41 Ibid, hlm 143.
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c. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy ukuran kepatuhan wajib pajak dapat

dilihat atas dasar:

1) Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran

atau laporan masa, SPT Masa, spT PPN setiap bulan.

2) Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung

pajak atau dasar self assessment system, melaporkan

perhitungan pajak dalam SPT pajak akhir tahun pajak serta

tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang.

3) Patuh terhadap ketentuan material dan yuridisi formal dalam

perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

Menurut Chaizi Nasucha dan Siti Kurnia Rahayu kepatuhan

wajib pajak dapat didefinisikan dari:

1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.

2) Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan.

3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak

terutang dana.

4) Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak

menjelaskan bahwa sebagai suatu iklim kepatuhan dan esadran

pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi

dimana:
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1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

d. Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak dalam self assessment system menurut

Siti Kurnia Rahayu menjelaskan bahwa:

1) Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak

Wajib pajak mempunyai kewwajiban untuk mendaftarkan diri

ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor penyuluhan

potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat

tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-

Registration untuk diberikan nomor pokok wajib pajak

(NPWP)

2) Menghitung dan memperhitungkan sendii jumlah pajak yang

terutang

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya

pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak,

dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan

pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi

pajak yang terutang tersebut dengna jumlah pajak yang telah

dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit
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pajak pre-payment.

3) Menyetor pajak tersebut ke bank/pos persepsi

a) Membayar pajak

(1) Membayar pajak yang terutang angsuran PPh pasal 25

tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun

(2) Melalui pemotongan dan pemungutan pajak lain (PPh

Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, pph pasal 21, 22, 23, dan 26)

(3) Pembayaran pajak-pajak lainnya: PBB, BPHTB, Bea

Materai

4) Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu

sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang

sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk

melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang

dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme

pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pemotong

atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak

yang telah dilakukan.

Adapun pengukuran kepatuhan Wajib Pajak dalam

penelitian ini yaitu perbandingan antara jumlah Surat

Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi yang lapor

dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar.
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e. Pemberlakuan Pajak

Menurut Darwin tanggal jatuh tempo pembayaran dan

penyetoran pajak daerah yang terutang adalah 30 hari setelah saat

terutangnya pajak. Kecuali PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah

dalam jangka waktu 6 bulan saja sejak wajib pajak atau subjek

pajak penerimaan SPPT PBB, tanggal jatuh tempo ini ditentukan

oleh Kepala Daerah. Apabila wajib pajak melakukan pembayaran

pajak setelah lewat jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi

administrasif sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu

dikenakan sanksi administrasif berupa bunga sebesar 2%

sebulan.42

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo. Sanksi perpajakan

merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan

perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi.

Atau bisa dengan kata lain sanksi perpaakan merupakan alat

pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma

perpajakan.43

f. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak yakni suatu proses dimana wajib pajak

memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-

undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk

melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak,

42 Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm 157.
43 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016).
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melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami

dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadilah

peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.44

4. Usaha Mikro

a. Pengertian Usaha mikro

Usaha mikro dapat dikelompokkan dalam usaha marginal yang

dicirikan oleh penggunaan  teknologi relatif sederhana, tingkat modal

kerja kecil, akses sangat terbatas terhadap kredit, serta cenderung

berorientasi pada pasar lokal.45 Walau demikian keberadaan usaha

mikro sangat strategis bagi pembangunan nasional. Sesuai Undang-

Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 20 Tahun 2008 bahwa

definisi usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan

yang memenuhi kriteria usaha mikro, sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini. Berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2008

tersebut, kriteria usaha mikro adalah usaha yang mempunyai kekayaan

maksimum Rp50 juta dan omset maksimum Rp300 juta per tahun.

b. Fungsi Usaha Mikro

Fungsi usaha mikro yaitu diantaranya:

1) Meningkatkan teknologi baru.

2) Menciptakan pengentahuan baru.

3) Pembaharuan produk dan jasa yang ada

4) Menciptakan langkah-langkah yang berbeda untuk menyajikan

44 Wardani dan Rumiyatun, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
dngan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening, (Jurnal Nominal, Vol (7), 2017).
45 Djoko Poernomo, Usaha mikro Batik Madura, (Yogyakart: Pandiva Buku, 2015), 14.
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barang dan jasa dengan jumlah yang lebih banyak dengan memakai

sumber yang minim.46

46 Pelajaran co.id, Pengertian Usaha Mikro:Ciri, Fungsi Tujuan, Perizinan, dan Contoh Usaha
Mikro, Diakases pada tanggal  09 Oktober 2021 pada https://www.pelajaran.co.id/usaha-mikro/.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian

kualitaif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif. Proses

dan makna lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori

dimanfaatkan sebegai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta

dilapangan.

Dalam metodelogi penelitian, istilah kualitatif tidak hanya lazim

dimaknai sebagai jenis data, tetapi juga berhubungan dengan analisis data dan

interpretasi atas objek kajian. Secara historis, implementasi penelitian

kualitatif, pengamatan berkenaan dengan pengukuran tingkatan dengan ciri

tertentu. Namun, penelitian kualitatif menunjuk pada segi alamiah yang di

pertentangan dengan kuantum (jumlah). Maksudnya, penelitian kualitatif

tidak di maksudkan untuk mengadakan perhitungan secara kualitatif. Hal ini

berbeda dengan pengamatan berdasarkan perhitungan persentase, rata-rata ,

dan berbagi perhitungan statistik lainnya.47

Dilihat dari sifat penelitiannya, metode penelitian kualitatif bersifat

antara lain kebenaran bersifat relatif, tafsirlah, dan interpretatif. Sedangkan,

sifat penelitian dalam metode penelitian kuantitatif lebih bersifat

bahavioristik, mekanistik, empiristik.48

Penelitian yang menghasilkan data deskriptif maksudnya adalah

47 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perpspektif Rancangan Penelitian,
(Jogakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm 21.
48 Ibid, hlm 22.

47
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metode penelitian yang digunakan untuk menggambar semua data atau

keadaan subjek.

Hasil dari penelitian berisi kutipan-kutipan dari kata yang telah

dikumpulkan. Data tersebut mencakup transkip wawancara, catatan lapangan,

dokumentasi, serta kuisioner yang berkaitan dengan penelitian. Dengan

demikian ini bisa menggambarkan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Pada

Resto Menepi Kitchen Argopuro Jember

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Resto Menepi Kitchen yang berlamatkan di

Perumahan Argopuro Boulevard, AB 25 31, Kaliwates, Kecamatan

Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131.

Alasan peneliti mengambil lokasi ini tentunya banyak pertimbangan

dan sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada resto

tersebut.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini di laporkan jenis data dan laporan data. Uraian

tersebut meliputi data apa saja yang di peroleh, siapa saja yang hendak

dijadikan  informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan

dijaring sehingga validasnya dapat dijamin. Istilah sampel jarang digunakan

karena biasanya digunakan melakukan generalisasi dalam pendekatan

kualitatif.49

49 Tim Penyusun, Pedoman, 47.
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Dalam perjalanan penelitian ini, sumber yang dituju diantaranya:

1. Manajer (Ikrima)

2. Accounting (Regina)

3. Digital Marketing (Wisnu)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah  hal yang sangat diperlukan dalam

suatu penelitian, maka dalam pengumpulan data, tentu tidak hanya

menpertimbangkan tingkat efesien  namun lebih dari itu juga digunakan

dengan menggali dan mengumpulkan data tersebut. Hal ini berkaitan dengan

tingkat validitas dan relevansinya dengan objek peneliti.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti yang

akan dilakukan, antara lain:

1. Observasi

Nasution (1998) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua

ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data,

yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui observasi.

Observasi sendiri dilakukan dengan berbagai cara dan teknik tertentu

oleh berbagai peneliti sehingga menghasilkan data yang dicari. Peneliti

melakukan observasi dengan cara terjun langsung pada suatu objek

tersebut atau dengan langsung terjun kelapangan yang sudah diketahui

mana yang akan meneliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik untuk mendapatkan data dengan cara
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face to face relation. Teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan

pertanyaan kepada informan. Wawancara dapat dilakukan langsung

maupun tidak langsung dilakukan dengan seorang perantara untuk

mendapatkan data.50

Penelitian ini menggunkan jenis wawancara bebas tak berstruktur.

Dikarnakan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah

tersusun secara sistematis dan lengkap dalam teknik pengumpulan data

itu sendiri. Pedoman wawancara yang digukan hanya merujuk pada garis

besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan dan pengumpulan suatu data, peristiwa,

situasi, gambar dan keadaan dengan struktur berkelanjutan demi

menghasilkan suatu informasi yang layak dan tersusun rapi untuk

menyimpulkan suatu keadaan yang sedang diteliti oleh peneliti.

E. Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data adalah tahapan penting dalam

suatu kegiatan ilmiah. Analis data yang digunakan adalah analisis interaktif.

Menurut Miles dan Huberman terdapat langkah-langkah dalam interktif ini

yaitu:

1. Kondensasi Data

Kondensasi ini merujuk kepada proses menyeleksi, menyederhankan,

memfokuskan, mengabtraksi dan mentransformasi data yang terdapat

50 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 100.
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catatan lapangan maupun transkip dalam penelitian yang diuraikan

sebagai berikut:

a. Slecting

Peneliti harus bertindak slecting yaitu dapat mengetahui informasi

yang vailed yang dapat dikumpulkan dalam suatu analisis dalam

penelitian.

b. Focusing

Peneliti harus memfokuskan data yang berhubungan dengan

rumusan masalah peneliti. Tahap ini merukapan kelanjutan dari

seleksi.

c. Abstracting

peneliti harus membuat rangkuman inti. Pada tahap ini yakni

data yang telah dikumpulkan yang berkaitan dengan kualitas dan

keabasahan data yang dievaluasi.

d. Transforming

Dalam peneliti ini data disederhanakan dan ditransformasikan

dengan ringkas atau dengan uraian yang singkat.

2. Reduksi Data

Redukasi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan

perhatian dalam penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data

yang muncul dari catatan-catatan lapangan.51 Reduksi ini merupakan

pengelompokan data dari hasil observasi dan wawancara sesuai dengan

51 Hardani, dkk, Metode Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 164.
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fokus penelitian tentang konsep, aplikasi, dan akuntansi terhadap pajak

UMKM tersebut.

3. Penyajian Data

Penyajian menurut Miles dan Huberman yakni sekumpulan informasi

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan

pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data

kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah pengambilan kesimpulan dari data

yang telah disajikan. Dengan ini, peneliti mencari makna dari data

reduksi dengan cara membandingkan, mencari pola, tema, hubungan

persamaan, pengelompokkan dan memeriksa hasil yang diperoleh dalam

peneliti. Berikut langkah yang dilakukan oleh peneliti:

a. Mengumpulkan data yang diperlukan dari lapangan

b. Memilih data yang penting dan membuang data yang tidak diperlukan

c. Mengorganisaikan data sesuai dengan jenisnya

d. Merangkum data yang telah diorganisasikan

e. Menyajikan data dengan uraian singkat dan berbentuk teks naratif

f. Menyimpulkan data yang sudah disimpukan dan melakukan verifikasi

selama peneliti berlangsung.

F. Keabsahan Data

Dalam mengecek keabsahan, dapat dilakukan tringulasi. Tringulasi data

adalah pengecekan data dengan cara pengecekan atau memeriksa kembali.
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Dalam bahasa sehari-hari tringulasiini sama dengan cek dan ricek. Teknik

tringulasinya adalah memeriksa kembali data. Tringulasi sumber merupakan

trilungasi yang mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber untuk

memahami data dan informasi.52 Sedangkan tringulasi teknik dilakukan

pengecekan data tersebut dan membandingkan data yang telah diperoleh.

Dengan demikian dalam suatu penelitian ini menggunakan tringulasi  teknik

dan tringulasi sumber.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian rencana pelaksanaan yang akan dilakukan oleh

peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian

sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.53

Adapaun tahap-tahap penelitian yakni sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan yakni tahap yang dilakukan sebelum penelitian

dilaksanakan. Kegiatan dalam tahap pra lapangan yaitu:

a. Menyusun rencana penelitian

Rancangan penelitian ini yakni latar belakang masalah dan

alasan pelaksanaan penelitian, pemilihan lokasi, pelaksanaan jadwal

penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis

data, dan rancangan pengecekan keabsahan data.

b. Studi eksplorasi

Studi eksplorasi adalah kunjungan ke lokasi penelitian sebelum

52 Helalauddin, Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan dan Praktik,
(Makassar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019), 22.
53 Tim Penyusun, Pedoman, 48.
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penelitian dan sebelum pelaksanaan, dengan tujuan untuk mengetahui

lokasi penelitian dan segala keadaan yang akan diteliti.

c. Perizinan

Sehubungan penelitian yang berada diluar kampus dan

merupakan tempat usaha perorangan, maka penelitian ini memerlukan

izin sebagai berikut, yaitu meminta surat pengantar dari Kiai Haji

Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember sebagai permohonan izin peneliti

yang diajukan kepada pihak dari owner usaha mikro kecil dan

menengah.

d. Penyusunan Instrumen Penilaian

Kegiatan dalam penyusunan instrumen penelitian meliputi

penyusunan daftar pertanyaan untuk wawancara, membuat lembar

observasi, dan pencetakan dokumen yang diperlukan.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan diperlukan kegiatan-kegitan yang akan

dilakukan antara lain:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan jadwal yang telah

ditentukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan

dokumentasi.

b. Pengolahan data

Pengolahan data dari hasil pengumpulan data dalam penelitian

yang dimaksud untuk mempermudah dalam menganalisis data.
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c. Analisis data

Setelah semua terkumpul dan tersusun, maka dapat dilakukan

analisis data dengan teknik analisis kualitatif, yaitu mengemukakan

gambaran terhadap apa yang telah diperoleh selama pengumpulan data.

Hasil analisis diuraikan dalam paparan data dan temuan peneliti.

3. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk

skripsi sesuai dengan pedoman yang berlaku pada program Universitas

Negeri Islam Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
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BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran dan Objek Penelitian

Dalam paparan data ini, penulis akan mengemukakan beberapa

persoalan yang peneliti anggap sangat penting untuk dipaparkan dan

dikemukakan sebagai temuan penelitian dan erat sekali kaitannya dengan

penelitian ini. Adapun beberapa hal tersebut merupakan hasil penelitian dari

sekian banyak fenomena yang berkaitan dengan analisis Kepatuhan Wajib

Pajak Usaha Mikro pada Resto Menepi Kitchen Argopuro Jember. Dari

temuan itu, penulis memaudukan dengan teori yang ada. Paparan data temuan

penelitian ini akan dideskripsikan dengan kondisi yang telah ada dilapangan,

baik berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Namun demikian,

penulis akan mendeskripsikan gambaran secara umum tentang Kepatuhan

Wajib Pajak Usaha Mikro pada Resto Menepi Kitchen Argopuro Jember.

1. Profil Menepi Kitchen

Usaha mikro ini diresmikan pada tanggal 29 juli 2020. Menepi

kitchen adalah usaha yang bergerak pada bidang kuliner yang

beralamatkan di Perum Argopuro Boulevard AB 25 31 Kaliwates, Kec.

Kaliwates, Kab. Jember. Yang rintis oleh PT. Maju Bersama dan

karyawan yang dimilki oleh menepi sendiri sebanyak 14 orang. Menepi

kitchen meyunsun konsep dengan berkaloborasi dengan berbagai Usaha

Mikro kuliner lokal Jember, yang dimana membantu agar bisa

56
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membangun dan menggerakkan semangat sinergitas untuk kemajuan

ekonomi khususnya wilayah kota Jember.

Adapun beberapa Usaha Mikro yang pernah bergabung yakni

seperti Macarina, SAM Coff Beer, Brezze Burger dan adapun beberapa

Usaha Mikro yang hingga saat ini masih berkaloborasi dengan Menepi

Kithen yakni Ombean, SevenDream Resto dan beberapa Usaha Mikro

milik Menepi Kitchen sendiri.

Menepi Kithen juga menyediakan tempat untuk mengadakan acara

penting dan spesia; untuk costumer/konsumen seperti Wedding, Birthday

Party, Engagement, Meeting Workshop, Gathering Dll. Untuk menghibur

para costumer/konsumen Menepi Kitchen sering kali pihaknya

mengadakan event live music, online giveaway, audisi akustik, new year’

Eve.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadikan salah stu restoran yang terkenal akan kualitas menu

dan pelayanannya.

b. Misi

Mengutamakan kenyamanan serta mampu mengembangkan

restoran ini menjadi lebih populer, juga mampu membuka banyak

lapangan pekerjaan dengan berinovasi dalam menghidangkan

menu-menu baru yang banyak diminati oleh masyakarat khususnya

diwilayah kota Jember.
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2. Strukrur Organisasi Menepi Kitchen

Bagan 4.1 Struktur Organisasi

1.CEO

(Berlian Insirah Azahro)

DIGITAL

MARKETING

(Wisnu)

MANAGER

(Ikrima)

ACCOUNTING

(Regina)

WATERS

(Agung & Team)

KITCHEN

(Intan & Team)

SECURITY

(Dedy & Team)

Sumber : Dokumentasi tahun 2021

3. Uraian Tugas (job description) Kepengurusan Menepi Kitchen

a. CEO

Memimpin pengembangan strategi jangka pendek dan jangka

panjang perusahaan. Menciptakan dan mengimplementasikan visi

dan misi perusahaan atau oragnisasi.

b. Manager

Bertugas mengatur keseimbangan sebuah manajemen, lalu

melakukan perencanaan mengelola dan mengawasi kegiatan dalam

manajemen. Ditambah lagi menetukan standart kualitas,
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mengadakan evaluasi dan memberikan pengaruh baik kepada

karyawan.

c. Accounting

Bertanggungjawab memeriksa dan melakukan verifikasi

transaksi keuangan perusahaan, melakukan pencatatan, dan

dokumentasi, serta menyusun laporan keuangan secara akurat.

d. Digital Marketing

Bertanggung jawab atas brending product yang dihasilkan

perusahaan dalam membangun brand awareness dan berkomunikasi

dengan konsumen melalui chanel digital seperti email, website juga

media social.

e. Crew kitchen

Melakukan preparation untuk dapur dan membuat pesanan

costumer/konsumen sesuai anjuran SOP.

f. Waiters

Melayani costumer/konsumen direstoran, dalam

memberikan pelayanan, seorang waiters wajib mengikuti SOP yang

ditetapkan oleh pihak restoran.

g. Security

Mengamankan suatu aset intansi property dan melakukan

pengawasan atau pemeriksaan jalur akses untuk memastikan

keamanan dan mencegah kerugian atau kerusakan yang disengaja.
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B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian dan analisis adalah bagian yang mengacu pada data yang

diperoleh saat melakukan penelitian yang disesuaikan dengan rumusan

masalah dan dengan data yang relevan. Sebagimana telah disebutkan

bahwasannya  dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berikut data-data yang telah disajikan sesuai dengan fokus penelitian:

1. Pengetahuan Wajib Pajak Usaha Mikro Terhadap Peraturan

Perpajakan

Pengetahuan pajak yakni suatu proses dimana wajib pajak

memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta

tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan

perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka

akan terjadilah peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Dibawah ini

wawancara mengenai Wajib Pajak Terhadap kewajiban Perpajakan Serta

Ketentuan dan Tata Tara Perpajakan dengan Kakak Regina selaku

Accounting di Menepi Kitchen.

“cukup tahu, karena untuk saat ini kita juga membuat SPT
tahunan yang akan kita serahkan ke KPP dan kebetulannya
juga kita KPP nya di Jember. untuk penyerahannya itu dalam
satu tahun itu kita menyerahkannya di akhir tahun biasanya
memaksimalkan hari tenggat di bulan april. Disini juga dapat
kita ketahui bawasannya SPT adalah singkatan dari Surat
Pemberitahuan Tahunan. Warga Negara Wajib Pajak (NPWP)
tentu wajib mengisi laporan SPT tahunan. Singkatnya SPT
adalah laporan wajib pajak atas pembayaran pajak penghasilan,
SPT juga adalah surat yang oleh pelaku wajib pajak digunakan
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untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek
pajak atau bukan objek pajak.54”

Dari narasumber lain juga mengungkapkan Ibu Ikrima selaku

manager dari Menepi Kitchen mengungkapkan bawasannya:

“untuk masalah pengetahuan pajak kita diawal sebelum
berdirinya usaha ini telah mencari informasi perihal tentang
pajak usaha itu apa dan setelah itu kita baru ke kantor pajak
untuk melakukan pendaftaran serta kita diberi arahah tentang
pajak dll yang menyangkut perpajakan.55”

Disini juga Mas Wisnu menjelaskan tentang pengetahuan

pajak itu bawasannnya:

“pengetahuan pajak disini lebih diartikan tentang peraturannya
dan bagaimana sih alurnya untuk melakukan pajak itu sendiri,
dan benar apa yang sudah disampaikan oleh kak regina
bawasannya kita jga membuat SPT tahunan yang akan kita
serahkan kepada KPP jember56.”

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa

pengetahuan wajib pajak wajib pajak terhadap pengetahuan pajak,

pelaku usaha sendiri yakni Menepi Kitchen telah mengerti tentang

perihal pengetahuannya sendiri bawasannya telah mengetahui

peraturannya serta tata cara melakukan pajak.

2. Kriteria Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Perpajakan Serta

Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi

dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari

segi ke gotong royongan nasioal maupun dari laju pembangunan nasional

54 Regina, Accounting Menepi Kitchen, Wawancara Langsung, (19 April 2022).
55 Ikrima, Manager Menepi Kitchen, Wawancara Langsung, (19 April 2022).
56 Wisnu, Digital Marketing Menepi Kitchen, Wawancara Langsung, (19 April 2022).
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yang telah dicapai. Disamping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut

belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek besar yang

besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang

sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan

pembangunan nasional. Oleh karna itu, pemerintah menciptakan sistem

perpajakan baru yaitu dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1983

tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.

Dibawah ini wawancara mengenai Wajib Pajak Terhadap kewajiban

Perpajakan Serta Ketentuan dan Tata Tara Perpajakan dengan Kakak

Regina selaku Accounting di Menepi Kitchen.

“untuk masalah pengetahuan tentang ketentuan dan tata cara
perpajakannya itu biasanya kita cari sendiri di internet dan
kebetulan juga kita sudah ada group yang menanguinya sendiri,
masalah tentang apasih ketentuan dan tata cara perpajakannya
sendiri yakni diketahui setidaknya kita harus terdaftar dulu di
Direktorat Jendral Pajak (djp) dan efin untuk akses input laporan
keuangan. Serta ketentuan dan tata cara perpajakan adalah hukum
formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara
pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaanya sendiri
yakni secara pemungutan pajak oleh negara meliputi tata cara wajib
pajak serta memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya itu
sendiri.57”

Dari narasumber yang lain juga mengungkapkan Ibu Ikrima selaku

manager dari Menepi Kitchen mengungkapkan bawasannya:

“sistem wajib pajak terhadap ketentuan kewajiban perpajakan serta
ketentuan dan tata cara perpajakan yang mana pelaporan harus
sistematis dan akuntabel berdasarkan realitasi yang benar-benar

57 Regina, Accounting Menepi Kitchen, Wawancara Langsung, (19 April 2022).
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sedang berjalan pada ketentuan yang ada pada perpajakannya
sendiri.58”

Wisnu juga menjelaskan selaku Digital Marketing dalam sambungan

wawancaranya tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, bahwa:

“ketentuan dan tata cara perpajakan disini sudah benar apa yang
sudah kakak regina sampaikan bawasannya kita bisa mencari
informasi di internet jikalau kita kurang paham dan kita sudah ada
grup sendiri perihal gimana sih tata cara atau peraturannya sendiri
menganai perpajakan ini.59”

Berdasarkan penjelasan para informan diatas, dapat disimpulkan

bawasannya kriteria wajib pajak terhadap perpajakan serta ketentuan dan

tata cara perpajakan hampir semuanya telah diketahui oleh pihak Menepi

Kitchen dari segi interlnya maupun juga eksternal yang mana telah

diwadahi dengan adanya sambungan grup dan aplikasi penunjangnya.

3. Pemberlakuan Pajak Usaha Mikro Mempengaruhi Ketepatan Waktu

Untuk Membayar Pajak

Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak daerah yang

terutang adalah 30 hari setelah saat terutangnya pajak. Kecuali PBB

Perdesaan dan Perkotaan adalah dalam jangka waktu 6 bulan saja sejak

wajib pajak atau subjek pajak penerimaan SPPT PBB, tanggal jatuh tempo

ini ditentukan oleh Kepala Daerah. Apabila wajib pajak melakukan

pembayaran pajak setelah lewat jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi

administrasif sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dikenakan sanksi

administrasif berupa bunga sebesar 2% sebulan. Unuk selanjutnya yakni

58 Ikrima, Manager Menepi Kitchen, Wawancara Langsung, (19 April 2022).
59 Wisnu, Digital Marketing Menepi Kitchen, Wawancara Langsung, (19 April 2022).
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wawancara seputar pemberlakuan pajak perihal tentang ketepatan waktu

membayar pajak bersama Kakak Regina selaku pihak Accounting di

Menepi Kitchen.

“pemberlakuan pajak tentang mempengaruhi ketepatan waktu untuk
membayar pajak jelas tentu karna dalam ini bawasannya ketentuan
dari pihak kantor pajak sendiri sudah memberikan ketetapan dan
ketentuan kapan kita hrus membayar pajak serta terakhir kita harus
input pajak dan jikalau telat maka kita akan mendapatkan sanksi
merupakan hal denda. Sementara untuk pembayaran pajak biasanya
pihak kita membayarkannya pada terakhir masa tenggat.60”

Dalam hal ini bawasannya kajian perihal pemberlakuan pajak perihal

tentang ketepatan membayar pajak akan diperkuat dengan Ibu Ikrima

selaku Manager di Menepi Kitchen.

“untuk masalah tentang pemberlakuan pajak mempengaruhi
ketepatan waktu untuk membayar pajak tentu benar apa yang sudah
dibilang oleh kakak regina bawasannnya sudah menjadi hak paten
dari pihak kantor pajak kapan kita harus membayar dan kapan kita
harus input pajak. Jikalau kita misal telat melakukan transaksi pajak
yang awalnya harusnya membayar pada awal bulan tetapi kita masih
belum membayrnya jelas kita dikenakan sanksi yang sejauh ini
Alhamdulillah kita belum pernah mendapatkan sanksi tersebut
dikarnakan kita selalu tepat membayar pajak.61”

Dan juga ikut ber wawancara di sela wawancara kami dengan

sepengetauannya oleh Mas Wisnu selaku Marketing Digital di Menepi

Kitchen.

“masalah perihal tentang pemberlakuan itu sepengetahuan dan
pengalaman saya jelas bawasannya telat untuk membayar pajak itu
sendiri dikenakan sanksi, soalnya kita membayar pajak berkendara
telat satu hari dengan tanggal yang sudah ditetapkan di STNK saja
kita dianggap telat setahun, dan maka dari itu untuk ketepatan dalam
membayar dalam pajak ini jelas tertulis ada sanksi62”

60 Regina, Accounting Menepi Kitchen, Wawancara Langsung, (19 April 2022).
61 Ikrima, Manager Menepi Kitchen, Wawancara Langsung, (19 April 2022).
62 Wisnu, Digital Marketing Menepi Kitchen, Wawancara Langsung, (19 April 2022).
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bawasannya pihak

pelaku usaha mikro sudah melakukan apa yang sudah mesti pelaku usaha

lakukan dengan cara tidak melanggar/tertib membayar pajak sehingga

pelaku ini lolos dari sanksi pelanggaran pajak.

4. Kriteria Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Pada Usaha Mikro di

Resto Menepi kitchen

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakanyang

mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban

perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas

perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik

untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak sangat dijunjung tinggi karna

pada dasarnya Direktorat Jendral Pajak ataupun instansi pemerintah akan

selalu memberi penghargaan bagi wajib pajak yang melakukan kewajiban

perpajakannya secara baik dan benar. Untuk mengtahuinya peneliti

melakukan wawancara dengan Kakak Regina selaku Accounting di

Menepi Kitchen.

“Pada dasarnya kami selaku pengusaha kuliner pastinya mempunyai
kewajiban untuk membayarkan pajak, karena dengan kami
membayar pajak sudah pasti kami ikut membantu mensejahterakan
perekonomian nasioal dan lebih khususnya di daerah kota Jember.
Terkait proses pembayaran pajak, kami awal mulanya kurang
memahami proses pembayaran pajak itu sendiri, hanya saja kami
langsung berinisiatif untuk membayar pajak dikarnakan dengan
kesadaran kami bahwa kami harus membayarkan pajak, setelah itu
kami mengetahui bahwasannya kami dikenakan wajib pajak sebesar
10% dari omset/pendapatan kami. Yang membuat kami kurang
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mengerti mengenai hal pajak yakni kurangnya peran pemerintah
dalam mengenai pelatihan/sosialisasi tentang cara perpajakan. Tetapi
sisi baik adanya sistem pajak yakni mempermudah kami untuk
membayarkan by online dan kita bisa membayarkannya dimanapun,
dan pada intinya mempermudah dalam transaksinya. Namun
kekurangannya mungkin tidak ada pengendaliannya dari pihak
pajaknya sendiri,dan kelebihannya sendiri yakni memudahkan kita
dalam transaksi. Pengendalian yang dimaksud kami yakni kurangnya
pengetahuan terkait pajak, dan kalo memang ada keringanan bagi
pelaku usaha yang mengalami kerugian ini masih belum ada info
lebih lanjut, dan untuk pajak PPh 25 atau bisa dibilang pajak badan
usaha yang pembayarannya pada akhir tahun iya itu baru kami
laksanakan pada tahun ini. Jadinya untuk pajak PPh 25 ini baru kami
laksanakan pada tahun ini.63”

Dari narasumber yang lain juga mengungkapkan Ibu Ikrima selaku

manager dari Menepi Kitchen mengungkapkan bawasannya:

“Menepi Kitchen bediri pada tahun 2020 yang lalu, dan menjadi
tempat kuliner di Jember. Berbicara tentang pajak, kita sudah
mengenal yang namanya pajak, untuk proses pembayaran pajak, kita
harus membayarkan sebesar 10% dari omset/pendapatan kita. Tapi
kita aktif seiap bulannya untuk membayarkan pajak tersebut. Dan
disini kami diberi aplikasi oleh pihak pajak, dimana semua transaksi
yang ada di Menepi Kitchen itu langsung masuk ke dinas kantor
pajak. Dan Alhamdulillah memudahkan kita untuk melakukan
transaksi tanpa harus kita ke kantor pajak untuk membayarkannya
dan untuk pajak PPh kita baru memulainya pada tahun ini, dan untuk
pelapornya kita diharuskan wajib lapor saja oleh pihak kantor pajak
Jember.64”

Seperti yang diungkapkan oleh Mas wisnu selaku Marketing Digital

Marketing di Menepi kitchen yakni mas Wisnu dalam kegiatan wawancara

dengannya mengungkapkan bahwa:

“untuk masalah kepatuhan pembayaran pajak sudah pasti kita
menjalankannya dengan baik dengan apa yang sudah dibcarakan
oleh Kak Regina dan Ibu Ikrima dan untuk pajak penghasil dari
usaha ini masih belum tercapai dikarnakan bawasannya kita baru
memulai usaha ini ti tahun 2020 ditambah dengan adanya covid-19

63 Regina, Accounting Menepi Kitchen, Wawancara langsung, (20 Januari 2022).
64 Ikrima, Manager Menepi Kitchen, Wawancara Langsung, (20 Januari 2022).
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pada tahun itu kita masih belum maksimal dibidang maksimal untuk
memulai pajak PPh itu sendiri, ditambah pada tahun itu diberlakukan
ppkm yang tambah dengan sepinya pembeli selama kurang lebih 6
bulanan pada akhir tahun 2020 itu65”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bawasannnya

Menepi Kitchen ini sudah taat dengan wajib pajak dan untuk pajak PPh

nya sendiri masih dilakukan pada tahun dikarnakan menurunnya ekonomi

pada tahun 2020 akibat melonjaknya covid-19 dengan di berlakukannya

ppkm dll, hanya pihak pelaku usaha ini diperuntukkan wajib lapor saja.

C. Pembahasan dan Temuan

Pada uraian sebelumnya telah dideskripsikan paparan data hasil

penelitian tentang dua fokus penelitian. Paparan data dari dua diatas

didasarkan pada pengumpulan data, baik pengumpulan data yang

didapatkan melalui wawancara, observasi kepada pelaku usaha dan

karyawan. Dalam penyajian selanjutnya yakni peneliti menemukan beberapa

temuan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro pada Resto Menepi

Kitchen Argopuro Jember, berikut dalah temuannya.

1. Pengetahuan Wajib Pajak Usaha Mikro Terhadap Peraturan

Perpajakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Resto Menepi Kitchen

Argopuro Jember, memberikan kesimpulan jawaban terkait fokus

masalah yang pertama, menyatakan bahwa:

65 Wisnu, Digital Marketing Menepi Kitchen, Wawancara Langsung, (19 April 2022).
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Resto Menepi Kitchen Argopuro Jember cukup mengetahui bawasannya

untuk saat ini pihaknya juga membuat SPT Tahunan yang merupakan

dari Surat Pemberitahuan Tahunan oleh wajib pajak yang digunakan

untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek atau

bukan objek pajak dan harta dan kewajiban. Yang dimaksud wajib pajak

adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan

kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak

tertentu.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam teori Bab 2 (dua) yang

dimana dalam hal pengetahuan pajak itu menyatakan bahwa:

Pengetahuan pajak yakni suatu proses dimana wajib pajak memahami

dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara

perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan

seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika

seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan

terjadilah peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.66

2. Kriteria Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Perpajakan Serta

Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

Berdasarkan fokus masalah yang ke-2 pada Bab 1 diatas,

“Bagaimana pengetahuan wajib pajak usaha mikro terhadap kewajiban

perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.”

66 Wardani dan Rumiyatun, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
dngan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening, (Jurnal Nominal, Vol (7), 2017).
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Resto Menepi Kitchen

Argopuro Jember,memberikan kesimpulan jawaban terkait fokus

penelitian yang ke-2, dimana hal ini menyatakan bahwa:

Resto Menepi kitchen untuk tentang ketentuan umum dan tata cara

perpajakan setidaknya kita harus terdaftar dulu di Direktorat Jendral

Pajak dan Efin atau Electronic Filing Identification Number yang

diamana Efin sendiri adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh

Diektorat Jendral Pajak untuk wajib pajak yang melakukan transaksi

elektronik perpajakan, seperti lapor SPT melalui e-filing dan pembuatan

kode biling pembayaran pajak. Jadi Efin itu berbentuk nomor seperti

NPWP, sistem Efin akan menjamin wajib pajak untuk melakukan

aktivitas pajak dengan keamanan yang baik. Jika dulu lapor dan bayar

pajak harus datang langsung ke kantor pajak, setelah era digital

semuanya bisa dilakukan dari rumah. Namun, dengan semakin

canggihnya teknologi, ada kemungkinan data kita bocor. Nah disinilah

salah satu fungsi Efin.

Hal ini sesuai dengan teori Bab 2 (dua) yang dimana dalam hal

ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa dalam

definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tersirat penjelasan

kepatuhan wajib pajak sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
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langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dan

kemakmuran rakyat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan

Wajib Pajak adalah kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi serta

melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti mengisi formulir pajak

dengan lengkap dan jelas menghitung jumlah pajak terutang dengan

benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

3. Pemberlakuan Pajak Usaha Mikro Mempengaruhi Ketepatan

Waktu Untuk Membayar Pajak

Berdasarkan fokus masalah yang ke-3 pada Bab 1 diatas “Apakah

pemberlakuan pajak usaha mikro mempengaruhi ketepatan waktu untuk

membayar pajak.”

Berdasarkan dari penjelasan diatas memberikan kesimpulan

jawaban terkait fokus masalah yang ke-3, menyatakan bahwa:

Pemberlakuan pajak tentang mempengaruhi ketepatan waktu dalam

membayar pajak jelas sanksi administrasi untuk Surat Pemberitahuan

Tahunan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesarRp 500.000 per

SPT masa pajak dan Rp 100.000 per SPT masa pajak untuk SPT dengan

masa lainnya. Disini denda telat bayar pajak sebesar 2% per bulan dari

waktu biaya pajak belum dibayarkan. Denda telat bayar pajak memiliki

waktu yang dihitung dari sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal
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pembayaran pajak tersebut. Jika si pelaku usaha terlambat membayar dari

batas waktunya, maka hitungan bayar denda dihitung 1 bulan penuh.

Hal ini sesuai dengan teori Bab 2 (dua) yang dimana dalam hal

pemberlakuan pajak usaha mikro mempengaruhi ketepan untuk

membayar pajak.

Menurut Darwin tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran

pajak daerah yang terutang adalah 30 hari setelah saat terutangnya pajak.

Kecuali PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah dalam jangka waktu 6

bulan saja sejak wajib pajak atau subjek pajak penerimaan SPPT PBB,

tanggal jatuh tempo ini ditentukan oleh Kepala Daerah. Apabila wajib

pajak melakukan pembayaran pajak setelah lewat jatuh tempo, maka

akan dikenakan sanksi administrasif sesuai dengan ketentuan yang

berlaku yaitu dikenakan sanksi administrasif berupa bunga sebesar 2%

sebulan.67

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo. Sanksi perpajakan

merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan

(norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau bisa dengan

kata lain sanksi perpaakan merupakan alat pencegah (preventif) agar

wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.68

Dalam hal ini telah sesuai dengan pemberlakuan pajak pada teori

Bab 2 (dua) yang dimana telah menjelaskan bawasannya pemberlakuan

ketepatan waktu untuk membayar pajak jelas ada sanksi untuk

67 Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm 157.
68 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016).



72

keterlambatan untuk membayar pajak, karna sudah ada ketentuan kapan

kita harus membayarkan pajak tersebut.

4. Kriteria Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Pada Usaha Mikro di

Resto Menepi kitchen

Berdasarkan penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara

dengan pihak Resto Menepi Kitchen Argopuro Jember, maka penulis

akan mempaparkan perbandingan mengenai kepatuhan pembayaran

pajak usaha mikro dengan teori yang dipaparkan di Bab-2, yaitu:

Sebagai sebuah usaha tentu untuk sebuah pembayaran wajib pajak sudah

dilakukan dengan semaksimal mungkin dalam hal ini terkait proses

pembayaran pajak pihak pelaku usaha mikro ini sudah membayar pajak

dimana nominalnya yakni 10% dari PPN dan untuk pajak PPh 25 pihak

pelaku usaha mikro ini baru dilaksanakan tahun ini dikarnakan pada

tahun kemarin dan pas kita buka usaha ini, kita terkendala dengan adanya

PPKM dari pemerintah yang mengharuskan untuk tidak makan ditempat

selama kurang lebih hampir bisa dibilang 1 tahun.

Dalam hal ini telah sesuai dengan kepatuhan pembayaran yang ada

pada Bab 2 (dua), diamana dalam teori kepatuhan pembayaran pajak

menyatakan bahwa:

Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D.

Nowak menjelaskan bawasannya sebagai suatu iklim kepatuhan dan

kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi

dimana:
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a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

d. Membayar pajak terutang tepat pada waktunya69.

Untuk proses pembayaran wajib pajak itu tidak semena-mena

dilakukan dengan hanya memberikan uang kepada pihak kantor pajak,

melainkan mengisi formulir pembayaran wajib pajak dengan jelas dan

terlebih daluhu, karena dalam kriteria pembayaran harus mengikuti

prosedur yang sudah ditentukan oleh pihak kantor pajak.

Setelah pelaku usaha mengisi formulir pembayaran wajib pajak,

Proses selanjutnya penentuan untuk membayar pajak yang ditentukan

oleh pihak kantor pajak, kemudian pelaku usaha memberikan data terkait

penghasilan yang harus di bayarkan pajak. Akan tetapi disini ada proses

pengisian data yang berbeda dikarekan ada beberapa tempat usaha yang

berbeda dalam proses pengisian data. Dikarenakan setiap tempat usaha

tidak sama dalam segi pendapatan setiap bulannya.

Dalam hal ini telah sesuai dengan kepatuhan pembayaran wajib

pajak usaha mikro yang telah ada pada Bab 2 (dua) dimana dalam teori

menjelaskan bahwa sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran

pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib

69 Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan, (Surabaya, Graha Ilmu, 2008) hlm 143.
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pajak paham atau berusaha untuk memenhui semua ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Akan tetapi ada perbedaan dalam hal membayar pajak PPh 25

yakni Resto Menepi Kitchen belum melaksanakan metode pembayaran

itu sendiri, dikarnakan untuk Pajak PPh 25 itu sendiri baru mereka

laksanakan pada tahun ini.

Analisis:

Yang menjadi pembeda disini ialah dimana pihak Resto Menepi Kitchen

Argopuro Jember belum melakukan adanya transaksi pajak badan usaha

PPh 25 yang mana dikarnakan belum tercapainya transaksi mereka

perihal adanya PPKM pada tahun kemarin.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Usaha Mikro pada resto

Menepi Kitchen Argopuro Jember belum sepenuhnya diketahui,

dikarnakan kurangnya pengetahuan dari pada pelaku usaha sendiri dan

kurangnya sosialisasi dari pihak kantor pajak mengenai kriteria

pemahaman pajak. Seharusnya pemahaman pajak itu dijelaskan secara

detail oleh pihak kantor pajak itu berhubungan langsung dengan

kenyamanan pemilik usaha. Tidak semua pemilik usaha dikenakan

pembayaran wajib pajak dikarnakan penagihan pembayaran wajib pajak

tidak sesuai dengan pendapatan setiap bulannya. Pemilik usaha membayar

pajak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh jauh dari target yang

diinginkan. Pihak kantor pajak kurang memberi wawasan perihal tentang

pajak itu sendiri.

2. Pengukuran kepatuhan wajib pajak dengan mendaftarkan usaha ke kantor

pajak, akan tetapi tidak semua pelaku usaha mendaftarkan usahnya ke

kantor pajak. Selanjutnya pelaku usaha menghitung jumlah pajak yang

harus dibayarkan kepada kantor pajak. Proses pembayaran pajak tidak

dilakukan dengan membayar ke Bank atau Kantor Pos, melainkan

pembayarannya yakni hanya cukup ditemapt dengan menggunakan media

via online.

75
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3. Wajib pajak Usaha Mikro kebanyakan belum mengetahui peraturan

pemerintah No. 23 Tahun 2018 karena wajib pajak belum memahami tata

cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif dan wajib pajak yang masuk

dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum

banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP 23

Tahun 2018 ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, tentunya ada beberapa hal yang

dipandang perlu untuk disampaikan dalam tulisan skripsi ini, antara lain:

1. Pihak kantor pajak Jember diharapkan untuk memberikan penjelasan

secara detail mengenai mengenai pembayaran pajak terhadap pelaku usaha

seperti Menepi Kitchen sendiri supaya para pelaku usaha dan pembayaran

wajib pajak bisa terlaksana sebagaimana mestinya. Sehingga dapat

meminimalisir pelanggar wajib pajak usaha mikro di Kabupaten Jember

ini lebih tertib pastinya.

2. Untukpelaku Usaha Mikro sebaiknya menyaring lagi informasi yang

penting dari media massa agar tidak salah memperoleh informasi yang

negative untuk masing-masing wajib pajak.

3. Bagi pihak wajib pajak Usaha Mikro yang menjadi responden pada

penelitian ini, sebaiknya lebih-lebih memahami lagi fungsi serta tujuan

perpajakan agar dapat ikut serta perpartisipasi dalam pembangunan negara

khususnya yakni perparutan pemerintah No. 23 Tahun 2018.
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